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MOTTO 
 
 ُِمق َٔ ِحَدَبٓ هشنا َٔ  ِتْٛ َغْنا ِىِنبَع ٰٗ َِنإ ٌَ ٔ ُّدَُستَس َٔ  ۖ ٌَ ُُِٕيْؤ ًُ ْنا َٔ  ُُّنُٕسَز َٔ  ْىَُكه ًَ َع ُ هاللَّ ََٖسََٛسف إُه ًَ ْعا
 ٌَ ُٕه ًَ َْعت ُْىْتُُك ب ًَ ِث ْىُُكئَِّجَُُٛف 
 
Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang 
mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada 
(Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan nyata, lalu diberitakan-Nya kepada 
kamu apa yang telah kamu kerjakan. 
Q.S At-Taubah (9); 105 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
Pedoman trasliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah :  
1. Konsonan  
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta  tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berikut:    
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ة Ba B Be 
د Ta T Te 
ث s\a s\ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح H}a ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ix 
 
ذ Zal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan ye 
ص s}ad Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad Ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط t}a Ṫ Te (dengan titik di  bawah) 
ظ z}a Ẓ Zet (dengan di bawah) 
ع „ain ...„..... Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ٌ Nun N En 
ٔ Wau W We 
ِ Ha H Ha 
ء Hamzah ...' ... Apostrop 
ٖ Ya Y Ye 
 
x 
 
2. Vokal  
Vokal  bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  
a. Vokal Tunggal  
Vokal Tunggal bahasa Arab  yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut :   
Tanda Nama Huruf Latin Contoh 
 َ ◌ Fathah A 
 
 َِ ◌ Kasrah I 
 
 َُ ◌ Dhammah U 
 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf maka translitasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan  Huruf Nama 
Gabungan 
Huruf 
Contoh 
 
 َ ◌ Fathah dan ya Ai : kaifa 
 
 َُ ◌ 
Fathah dan 
wau 
Au : haula 
 
xi 
 
3. Maddah  
Maddah atau vokal panjang yang lambangya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :   
Harakat dan 
Huruf 
Nama 
Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي …….أ Fatḥaḥ dan alifatau ya a> a dan garis di atas 
ي …… أ Kasraḥ dan ya i> i  dan garis di atas 
و  ……. أ Ḍammah dan wau u> u dan garis di atas 
 
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لبق Qa>la 
2. مٛق Qi>la 
3. لٕقٚ Yaqu>lu 
4. ٙيز Rama> 
 
4. Ta Marbuṭah  
Trasliterasi untuk Ta Marbuṭah ada dua :  
a. Ta Marbuṭah hidup   
xii 
 
 Ta Marbuṭah atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah trasliterasinya adalah /t/.  
b. Ta Marbuṭah mati   
Ta Marbuṭah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah 
/h/.Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbuṭah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah  
maka Ta Marbuṭahitu ditrasliterasikan  dengan /h/.  
Contoh :  
No Kata Bahasa Arab  Transliterasi  
1.  لبفطلأاخضٔز Raud}ah al-at}fa>l/ raud}atul 
atfa>l  
2.  خحهط T{alḥah  
 
5. Syaddah (Tasydid)  
Syaddah atau Tasydid  yang dalam sistem tulisan Arab  dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu  tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. Contoh :  
No Kata Bahasa Arab Trasliterasi 
1. بُثّز Rabbana 
2, ٌّصن Nazzala 
 
xiii 
 
6. Kata Sandang   
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambankan dengan huruf yaitu لا . 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah.   
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditrasliterasikan  sesuai 
dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 
yang langsung mengikuti  kata sandang itu.  Sedangkan kata sandang yang 
diikuti oleh huruf Qamariyyah  ditrasliterasikan sesuai dengan aturan  yang 
digariskan di depan  dan sesuai dengan bunyinya. Baik didikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qomariyah,  kata sandang ditulis  dari kata yang mengikuti  
dan dihubungkan dengan kata sambung. Contoh :  
No Kata Bahasa Arab  Transliterasi  
1.  مجّسنا Ar-rajulu  
2.  للاجنا Al-Jala>lu  
 
7. Hamzah  
Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditranslitesaikan 
denga apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir  kata. Apabila 
terltak di awal kata maka tidak dilambangkan karena  dalam tulisan Arab 
berupa huruf alif.  Perhatikan contoh-contoh berikut ini:  
No Kata Bahasa Arab  Trasliterasi  
xiv 
 
1.  مكأ Akala  
2.  ٌٔرخؤت ta'khużuuna  
3.  ؤُنا An-Nau'u  
8. Huruf Kapital  
Walaupun dalam sistem bahasa Arab  tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam trasliterinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam 
EYD yaitu  digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan 
kalimat.  Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka  yang ditulis 
dengan huruf kapital adalah  nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata 
sandangnya.   
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 
Arabnya  memang lengkap demikian  dan kalau penulisan tersebut  disatukan 
dengan kata lain sehingga ada huruf  atau harakat yang dihilangkan, maka 
huruf kapital tidak digunakan.  Contoh :   
No. Kalimat Arab Transliterasi 
1. لٕسزلاإدحًيبئ Wa ma> Muḥammadun illa> rasu>l 
2. ًٍٛنبعنبثسٓهندًحنا Al-ḥamdu lillhi rabbil 'a>lami>na 
 
9. Penulisan Kata  
Pada dasarnya setiap kata  baik fi‟il, isim  maupun huruf  ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tetentu  yang penulisannya dengan huruf Arab  yang sudah 
lazim dirangkaikan  dengan kata lain karena ada huruf atau harakat  yang 
dihilangkan  maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya  bisa 
xv 
 
dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa 
dirangkaikan. Contoh:   
 
No Kalimat Bahasa Arab Transliterasi 
1. ٍٛقشاسناسٛخِٕ ٓهِٓ هنبَِإٔ 
Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqi>n/ 
Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n 
2. ٌاصًٛنإهٛكناإفٔؤف 
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na/ Fa 
auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRACT 
 
 
Tiara Prsetyawan Andriani, NIM. 14.21.1.1.195, Title, the Implementation of Fair 
Principles in Islamic Business Ethics for Workers of PT. Assalaam 
Niaga Utama Judging from the Manpower Law number 13 year 2003, 
Syaria‟ah Economic Law Study Program, the Syari'ah Department, 
IAIN Surakarta, August 2018 
 
Islamic Business Ethics is a habit or moral culture that is related to the 
business activities of a company by promoting the values of the Qur'an. Ethics 
Islamic business has five principles, namely the principle of unity, the principle of 
balance/fairness, the principle of free will, the principle of responsibility and the 
principles of truth, policy and honesty. The fair principle is one of the principles 
in Islamic business ethics. The fair principle is the recognition and equal treatment 
of rights and obligations. Fair demands that every person be required equally in 
accordance with the rules that are in accordance with criteria that are rationally 
objective and accountable. One of the principles of Islamic business ethics can be 
applied to companies in the protection and protection of workers' wages. This 
judged from Article 88 of the Labor Law Number 13 year 2003 concerning the 
protection of workers' wages. 
 
The purpose of this study was to determine the application of the principle 
of fairness at PT. Assalaam Niaga Utama in the provision of wages and to know 
whether the application of the fair principle is appropriate with Article 88 of the 
Manpower Law year 2003. The type of this research is field research, which is the 
researcher conducts research directly on how to apply the fair principle in the 
wage of workers PT. Assalaam Niaga Utama. The researcher used observation, 
interviews and documentation to collect the data. In technique of data analyzing, 
the researcher used a normative approach. The result of the research obtained that 
the application of fair principles in the provision of wages at PT. Assalaam Niaga 
Utama is appropriate with the Manpower Law Number 13 year 2003 for 
permanent workers while for contract workers it is not yet appropriate because 
there is no social assurance for workers. 
 
 
 
Keywords: Islamic Business Ethics, Fair Principles and Wages 
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ABSTRAK 
 
 
Tiara Prsetyawan Andriani, NIM. 14.21.1.1.195, Judul Skripsi, Implementasi 
Prinsip Adil dalam Etika Bisnis Islam Pada Pekerja PT. Assalaam 
Niaga Utama Ditinjau dari Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 
13 Tahun 2003, Program Studi Hukum Ekonomi Syari‟ah, Jurusan 
Syari‟ah, IAIN Surakarta, Agustus 2018 
 
Etika Bisnis Islam adalah suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan 
dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan dengan mengedepankan nilai-nilai Al-
Qur‟an. Etika Bisnis Islam memiliki 5 prinsip yaitu prinsip kesatuan, prinsip 
keseimbangan/adil, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab serta prinsip 
kebenaran, kebijakan dan kejujuran. Prinsip adil merupakan salah satu prinsip 
dalam etika bisnis Islam. Prinsip adil adalah pengakuan dan  perlakuan yang 
seimbang antara hak dan kewajiban. Adil menuntut agar setiap orang diperlukan 
secara sama sesuai dengan aturan yang sesuai dengan kriteria yang rasional 
objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu prinsip etika bisnis Islam 
ini dapat diterapkan pada perusahaan dalam pemberin dan perlindungan upah 
pekerja. Ditinjau dari Pasal 88 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nmor 13 Tahun 
2003 tentang perlindungan upah pekerja.   
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip adil di PT. 
Assalaam Niaga Utama dalam pemberian upah dan untuk mengatahui apakah 
penerapan prinsip adil sudah sesuai dengan Pasal 88 Undnag-Undang 
Ketenagakerjaan Tahun 2003. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan 
yakni peneliti melakukan penelitian secara langsung cara penerapan prinsip adil 
dalam pemberian upah pekerja PT. Assalaam Niaga Utama. Sedangkan metode 
pengumpulan data yang digunakaan adalah observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Untuk teknik analisis datanya menggunakan pendekatan normatif. 
dari penelitan yang diperoleh bahwa penerpaan prinsip adil dalam pemberian upah 
di PT. Assalaam Niaga Utama sudah sesuai dengan Undang-Undang 
Ketenagakerjaan Nomor  13 Tahun 2003 untuk pekerja tetap sedangkan untuk 
pekerja kontrak belum sesuai karena belum terdapat jaminan sosial tenaga kerja.  
 
 
 
 
Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, Prinsip adil dan Upah 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk Allah yang paling 
mulia. Untuk membedakan dengan makhluk lainnya, manusia dikarunia akal 
dan hati nurani yang mempunyai kemampuan untuk membedakan mana yang 
baik dan mana yang buruk. Manusia diperintahkan untuk berperilaku sesuai 
dengan etika moral, petunjuk yang ada di dalam Al-Qur‟an. Termasuk dalam 
bekerja dan berbisnis harus memperhatikan etika sesuai dengan aturan Islam. 
Islam sebagai agama dengan sistem komprehensif juga mengatur 
aspek-aspek etika dengan basis moralitas. Islam mengombinasi nilai-nilai 
spiritual dan materiil dalam kesatuan yang seimbang dengan tujuan 
menjadikan manusia hidup bahagia di dunia dan akhirat. Namun persoalan 
kemudian bahwa konsep materialistis yang berkembang di alam moderen 
sekarang ini telah menyeret manusia pada kondisi dimana nilai-nilai spiritual 
terpinggirkan.
1
 
Dalam pandangan Islam, bekerja merupakan suatu kesatuan yang 
tidak terpisahkan, mulai dari niat bekerja yaitu tidak hanya mencari 
kelimpahan materi di dunia tetapi juga mencari pahala di akhirat nanti. Niat 
ini akan berkorelasi dengan usaha yang dilakukan seseorang. Ketika niat 
                                                             
1
Faisal Badroen, et al., Etika Bisnis Dalam Islam, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 3-4. 
2 
 
bekerja adalah ibadah maka di dalamnya sudah terkandung dua tujuan, yaitu 
memenuhi kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani atau kebutuhan materiil 
dan kebutuhan nonmateriil.  
Dengan demikian, karena tujuan bekerja tidak semata-mata untuk 
mencari materi maka yang dikeluarkan tidak hanya dalam bentuk kekuatan 
fisik tetapi juga kekuatan non fisik (doa) sikap bekerja terbingkai dengan rasa 
tawakal serta dilandasi etika moral. Maka, ketika seseorang sudah bekerja 
dengan seluruh kemampuannya, kemudian hasil bekerja tidak sesuai dengan 
harapannya dia akan tetap menerima hasil kerja dengan rasa syukur. Nilai-
nilai spiritual itu memberikan motivasi untuk bekerja, berusaha dan 
mensyukuri setiap hasilnya.
2
 Firman Allah:  
 ٌَ ٔ ُّد َسُ ت َس َٔ  ۖ ٌَ ُٕ ُ ِي ْؤ ًُ ْنا َٔ  ُ ُّ نٕ ُسَز َٔ  ْى ُك َ ه ًَ َع ُ هاللَّ َٖسَٛ َسَف إُ ه ًَ ْعا ِمُ ق َٔ
 ُْ ُك ب ًَ ِث ْى ُكُ ئ ِّج َ ُ ُ ٛ َف ِح َدبَٓ هشنا َٔ  ِت ْٛ َغ ْن ا ِى ِ نب َع ٰٗ َ ن ِإ إُ ه ًَ ْعا ِمُ ق َٕ َ ُٕ ه ًَ ْع َ ت ْىُ ت
 ِى ِنب َع ٰٗ َ ن ِ إ ٌَ ٔ ُّد َسُ ت َس َٔ  ۖ ٌَ ُٕ ُ ِي ْؤ ًُ ْنا َٔ  ُ ُّ نٕ ُس َز َٔ  ْى ُك َ ه ًَ َع ُ هاللَّ َٖسَٛ َسَف
 ٌَ ُٕ ه ًَ ْع َ ت ْىُ ت ُْ ُك ب ًَ ِ ث ْى ُكُ ئ ِّج َ ُ ُ ٛ َف ِح َدب َٓ هشنا َٔ  ِت ْٛ َغ ْنا 
Dan katakanlah, "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-
orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 
kepada (Allah) yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu 
diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Q.S At-
Taubah; 105)
3
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Ajaran agama Islam dalam perilaku ekonomi manusia dan bisnis 
semakin perlu untuk ditegaskan penerapannya bukan karena mayoritas 
bangsa Indonesia beragama Islam, tetapi ajaran moral saat ini sangat sering 
tidak dipatuhi oleh manusia. Etika berasal dari bahas Yunani, etos yang 
mempunyai arti kebiasaan atau karakter.  
Etika dibutuhkan juga dalam bekerja ketika manusia mulai menyadari 
bahwa kemajuan di bidang bisnis telah menyebabkan manusia tersisih dari 
nilai-nilai kemanusiannya. Etika memegang peranan yang sangat penting 
dalam mencapai tujuan usaha. Kurangnya pemahaman dari masyarakat 
terhadap etika bisnis menurut kaidah dan tata cara Islam. 
Etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral (moral 
consciousness) yang memuat keyakinan „benar dan tidak‟ terhadap sesuatu. 
Perasaan yang muncul bahwa dia akan salah bila melakukan sesuatu yang 
diyakininya tidak benar berangkat dari norma-norma moral dan perasaan self-
respect (menghargai diri) bila dia meninggalkannya.
4
 
Dalam kenyataan, bisnis dan etika dipahami sebagai dua hal yang 
terpisah bahkan tidak ada kaitan. Jika pun ada malah dipandang sebagai 
hubungan negatif dimana, praktek bisnis merupakan kegiatan yang bertujuan 
mencapai laba sebesar-besarnya dalam situasi persaingan bebas. Sebaliknya, 
etika bila diterapkan dalam dunia bisnis dianggap akan mengganggu upaya 
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mencapai tujuan bisnis. Dengan demikian hubungan antara bisnis dan etika 
telah melahirkan hal yang problematis.
5
 
Seperti pada PT. Assalaam Niaga Utama semakin ketatnya persaingan 
bisnis mengakibatkan perusahaan dihadapkan pada tantangan untuk dapat 
mempertahankan kelangsungan hidup. Dalam keadaan ini pekerja adalah aset 
yang harus ditingkatkan kinerjanya. Perusahaan harus mampu bersaing dengan 
tidak melupakan prinsip etika bisnis yaitu prinsip adil. Perusahaan harus tetap 
bersikap adil terhadap karyawannya dengan melalui sistem pemberian upah. 
Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam 
bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada 
pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, 
kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi 
pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu perkerjaan dan/atau jasa yang telah 
atau akan dilakukan. Dalam pemberian upah pekerja secara adil  dan kompetitif 
maka perusahaan akan lebih mudah untuk menarik pekerja yang potensial, 
mempertahankannya, dan memotivasi agar lebih meningkatkan kinerjanya.  
Dalam Pasal 88 Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003  tentang 
Ketenagakerjaan mengatur perlindungan upah pekerja/buruh.
6
 Kebijakan 
pengupahan untuk melindungi pekerja sebagaimana telah diatur pada Pasal 88 
ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak mengatur perlindungan 
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upah pekerja kontrak, pekerja harian, serta pekerja sektor informal yang rentan 
akan adanya pengangguran. 
Kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi keadilan dan 
kesetaraan serta kelayakan dalam penetapan kebijakan pengupahan juga 
tergantung perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. PT. Assalaam Niaga 
Utama sendiri adalah perusahan yang bergerak di bidang perdagangan retail 
dengan mengangkat konsep Islam yang memiliki persaingan tinggi dengan 
perusahaan retail disekitarnya. 
PT. Assalaam Niaga Utama ini merupan salah satu bagian dari PT. 
Tiga Serangkai. Dalam perusahaan ini terdiri dari karyawan tetap, karyawan 
kontrak  serta pekerja harian. Jumlah karyawan pada perusahaan ini mencapai 
150 karyawan dengan sistem jam kerja shift, setiap masing-masing divisi 
memiliki perbedaan jam kerja. Mulai dari bagian office jam kerja mulai pukul 
08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, bagian store terdapat 2 shift, dan 
bagian kasir terdapat 4 shift dengan waktu 8 jam kerja setiap shiftnya.  
Dalam sistem pemberian upah pada pekerja berbeda-beda. Untuk 
karyawan tetap memiliki jaminan serta tunjangan seperti jaminan keselamatan 
kerja serta jaminan kesehatan. Sedangkan pada karyawan kontrak seperti pada 
kontrak JumSaMi (Jum‟at Sabtu Minggu) dalam pemberian upah dihitung 
perhari dengan syarat pada tidak memiliki libur pada hari JumSaMi tersebut, 
karena apabila dalam hari JumSaMi tersebut dapat penuh masuk tanpa ijin 
mendapat tambahan bonus perharinya.  
6 
 
Disini penulis ingin meneliti apakah perusahaan dalam penberian upah 
sudah memenuhi prinsip adil dalam etika bisnis Islam sesuai dengan Pasal 88 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.  Dari uraian latar belakang diatas, 
penulis mengadakan suatu penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI 
PRINSIP ADIL DALAM ETIKA BISNIS ISLAM PADA PEKERJA PT. 
ASSALAAM NIAGA UTAMA DITINJAU DARI UNDANG UNDANG 
KETENAGAKERJAAN NOMOR 13 TAHUN 2003”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana penerapan prinsip adil dalam pemberian upah pada karyawan? 
2. Apakah dalam penerapan prinsip adil sudah sesuai dengan Pasal 88 
Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003? 
C. Tujuan Penelitan  
1. Untuk mengetahui cara penerapan prinsip adil yang diterapkan terhadap 
karyawan. 
2. Untuk mengetahui apakah dalam penerapan prinsip adil sudah sesuai 
dengan pasal 88 Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003. 
D. Manfaat Penelitian  
Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan, 
sumber masukan untuk mengembangkan penerapan prinsip adil pada etika 
bisnis Islam yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dalam 
pemberian upah karyawan.  
7 
 
E. Kerangka Teori  
1. Etika Bisnis Secara Umum 
Etika berasal dari kata yunani ethos, yang dalam bentuk jamaknya 
(taetha), berarti: adat istiadat” atau “kebiasaan”. Ddalam pengertian ini, etika 
berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang 
maupun pada suatu masyrakat atau kelompok masyarkat
7
. Menurut Issa Rafiq 
Beekun, etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang 
membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang 
bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan 
atau tidak dilakukan oleh seorang individu.
8
 
Ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, 
aturan hidup yang baik dan segala kebiasaan yang dianut dari satu orang ke 
orang yang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Prinsip-prinsip 
etika di dalam bisnis dapat dikelompokan ke dalam tiga kelompok: 
1. Prinsip manfaat 
2. Prinsip hak asasi 
3. Prinsip keadilan 
Sedangkan istilah bisnis adalah suatu urusan atau kegiatan dagang, 
industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran 
barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para enterpreneur dalam 
resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan 
keunungan. Bisnis adalah suatu kegiatan diantara manusia yang menyangkut 
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produksi, menjual dan membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan 
masyarkat. 
Prinsip-prinsip etika bisnis pada umumnya, yakni: pertama prinsip 
otonomi yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan 
dan bertindak berdasarkan keadaannya sendiri tentang apa yang dianggapnya 
baik untuk dilakukan. Kedua, prinsip kejujuran prinsip ini masih problematik 
karena masih banyak pelaku bisnis yang mendasarkan kegiatan bisnisnya 
pada tipu menipu atau tindakan curang, entah karena situasi eksternal tertentu 
atau karena dasarnya memang dia sendiri suka tipu-menipu. Ketiga, prinsip 
keadilan, yaitu menuntut agar setiap orang diperlukan secara sama sesuai 
dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan 
dapat dipertanggungjawabkan.
9
 
2. Etika Bisnis Secara Islam 
Masyarakat Islam adalah masyarakat yang dinamis sebagai bagian 
dari budaya dan peradaban. Ajaran Al-Qur‟an penuh dengan kaitan antara 
keimanan dan moralitas. Islam mengembangkan ilmu-ilmu astronomi , kimia, 
dan matematika. Ilmu yang lebih dekat adalah pembahasan etika.
10
 
Dalam agama Islam, etika ataupun perilaku serta tindak tanduk dari 
manusia telah diatur sedemikian rupa sehingga jelas mana perbuatan atau 
tindakan yang dikatakan dengan perbuatan atau tindakan asusila dan mana 
tindakan atau perbuatan yang disebut bermoral atau sesuai dengan arturan 
agama. Etika bisnis Islami merupakan suatu proses dan upaya untuk 
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mengetahui hal-hal yang benar dan salah yang selanjutnya tentu melakukan 
hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan 
pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. 
Mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum 
dan standar untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh tanggung 
jawab dan bermoral. Artinya, etika bisnis islami merupakan suatu kebiasaan 
atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan.
11
 
Etika bisnis Islam merupakan etika bisnis yang mengedepankan nilai-nilai 
Al-Qur‟an. Oleh karena itu, ada beberapa prinsip dalam etika bisnis Islam 
yaitu, pertama Kesatuan (Tauhid/Unity) adalah kesatuan sebagaimana 
terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek 
kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi 
keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan 
keteraturan yang menyeluruh. Kedua, Keseimbangan (Equilibrium/Adil) 
adalah mengajurkan untuk berbuat adil dimensi horizontal atau setiap orang 
diberlakukan dengan cara yang sama sesuai dengan aturan yang adil dan 
sesuai dengan kriteria yang rasional objektif dan dapat 
dipertanggungjawabkan. Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang dalam 
berkegiatan bisnis perlu diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing.
12
 
Ketiga, Kehendak Bebas merupakan bagian penting dalam nilai etika 
bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. 
Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi 
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seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan 
segala potensi yang dimilikinya. Keempat, Tanggung jawab/Kebebasan tanpa 
batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak 
menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi 
tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan 
tindakanya secara logis. Prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. 
Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia 
dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. 
Kelima, Kebenaran, kebajikan, dan kejujuran dalam konteks ini selain 
mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua 
unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran 
dimaksudkan sebagia niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses 
akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan 
maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.
13
 
Dalam penelitian ini lebih memperjelas pada prinsip kedua yaitu 
prinsip adil Islam sangat mengajurkan untuk berbuat adil Rasulullah diutus 
Allah untuk membangun keadilan. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan 
bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak 
yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah: 
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 َلا َٔ  ۖ ِط ْس ِق ْنب ِث َءا َد َٓ ُش ِ هِلِلّ ٍَ ٛ ِيا ٕه َ ق إُ َٕ ُك إُ ُ َيآ ٍَ ٚ ِره نا بَٓ ُّٚ َ أ بَ ٚ
 ۖ ٰٖ َٕ ْق ه ت ه ِ ن ُة َس ْق َ أ َٕ ُْ إُ ن ِد ْعا ۚ إُ ن ِد ْع َت هلاَأ ٰٗ َ ه َع ٍو ْٕ َ ق ٌُ آَ ُ َش ْى ُكه ُ َي ِس ْجَ ٚ
 ٌَ ُٕ ه ًَ ْع َ ت ب ًَ ِث ٌسٛ ِج َخ َ هاللَّ ٌه ِ إ ۚ َ هاللَّ إُقه تا َٔ 
Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu 
menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan 
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu 
untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada 
takwa dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui 
apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Maidah: 8).
14
 
Perusahaan harus memperhatikan etika dalam berbuat adil kepada 
karyawan. Adil pada dasarnya terletak pada keseimbangan atau 
keharmonisan antara penuntutan hak dan menjalankan kewajiban. 
Berdasarkan segi etis, manusia diharapkan untuk tidak hanya 
menuntut hak dan melupakan atau tidak melaksanakan 
kewajibannya sama sekali. Sikap dan tindakan manusia yang semata-
mata hanya menuntut haknya tanpa melaksanakan kewajibannya 
akan mengarah pada pemerasan atau perbudakan terhadap orang lain.
  
Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan 
untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Kemudian 
bentuk dari keadilan itu juga sangat banyak salah satunya keadilan dalam hal 
jumlah upah atau gaji dan adil dalam hal jaminan kesejahteraan. Adil dalam 
pemberian upah atau gaji yang dimaksud adalah adanya kejelasan dan 
terperincinya ketentuan-ketentuan dalam hal konsep keadilan dalam 
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pengupahan tersebut maka diharapkan setiap pihak dapat memahami hak dan 
kewajiban mereka masing-masing.
15
  
Pihak pekerja di satu sisi wajib menjalankan pekerjaan yang menjadi 
tugasnya sesuai dengan transaksi yang ada, disisi lain ia berhak mendapatkan 
imbalan berupa gaji sesuai dengan kesepakatan yang ada. Pihak pengusaha 
berkewajiban membayar upah pekerja dan menghormati kesepakatan kerja 
yang telah dibuat dan tidak bisa bertindak semena-mena terhadap pekerja.  
Dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan perlindungan upah terhadap pekerja/buruh sebagai berikut: 
(1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 
(2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang 
layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi 
pekerja/buruh. 
(3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) meliputi : 
a. upah minimum; 
b. upah kerja lembur; 
c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan; 
d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar 
pekerjaannya; 
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e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; 
f. bentuk dan cara pembayaran upah; 
g. denda dan potongan upah; 
h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; 
i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional; 
j. upah untuk pembayaran pesangon; dan 
k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan. 
(4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (3) huruf aberdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan mem-
perhatikan produktivitas dan pertumbuhan. 
16
 
F. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran 
tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang 
pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan 
dalam penelusuran awal. Masalah etika bisnis sebenarnya sudah tidak asing 
lagi bagi sebagian masyarkat, namun masih banyak maslah yang belum 
dipahami. 
Skripsi sebelumnya, pernah dibahas oleh Muhammad Faiz Rosyadi, 
jurusan Keuangan Islam Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam 
Negeri Kalijaga, Yogyakarta tahun 2012, berjudul “Pengaruh Etika Bisnis 
Terhadap Customer Retention (Studi Kasus Pada Bank BPD DIY Cabang 
Syariah)”. Skripsi ini membahas tentang etika bisnis islam terhadap customer 
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retention dalam pengaruh keadilan, kehendak bebas, pengaruh tanggungjawab 
serta pengaruh kebenaran terhadap retensi nasabah. Dari hasil penelitian 
dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penelitian ini berpengaruh positif dan 
signifikan dimana variabel tanggungjawab (responsibility) memiliki pengaruh 
terbesar dibandingkan variabel lain dalam penelitian ini.
17
 
Skripsi lainnya, yang dibahas oleh Umi Mursidah , jurusan Ekonomi 
Syari‟ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden 
Intan Lampung, tahun 2017, berjudul “Penerapan Etika Bisnis Islam dalam 
Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional (Studi Pasar Betung Kecamatan 
Sekicau Kabupaten Lampung Barat)”. Skripsi ini membahas tentang 
bagaimana penerapan etika bisnis dalam melakukan transaksi jual beli di 
Pasar Betung Kecamatan Sekicau Kabupaten Lampung Barat. Dari hasil 
penelitian penerapan etika bisnis secara umum belum diterapkan dengan baik 
oleh para pedagang di Pasar Betung karena hanya indikator hukum dan 
indikator ajaran agama saja yang sudah diterapkan dengan baik. Sedangkan 
indikator ekonomi dan indikator etika dari masing-masing pelaku bisnis 
belum diterapkan dengan baik oleh para pedagang di Pasar Betung. 
Penerapan etika bisnis Islam di Pasar Betung jika ditinjau dari ke-empat 
prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang dijadikan tolak ukur, penerapan etika 
bisnis Islam di Pasar Betung belum diterapkan dengan baik oleh para 
pedagang karena hanya prinsip tanggungjawab saja yang sudah diterapkan 
dengan baik oleh para pedagang di Pasar Betung. Sedangkan prinsip keadilan, 
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prinsip kehendak bebas, dan prinsip kebenaran belum diterapkan dengan baik 
oleh para pedagang di Pasar Betung.
18
 
Skripi lainnya, yang dibahas oleh Zulkipli, jurusan Muamalat 
Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif 
Hidayatullah Jakarta, tahun 2010, berjudul “Etika Bisnsi Islam dalam 
Persaingan Usaha pada PT. Asuransi Syari‟ah Mubarakah”. Skripsi ini 
menerangkan tentang bagaimana penerapan etika bisnis Islam dan faktor yang 
mempengaruhi penerapan etika bisnis Islam dalam persaingan usaha pada PT. 
Asuransi Syari‟ah Mubarakah. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan 
etika bisnis Islam mampu membuat PT. Asuransi Syari‟ah Mubarakah 
bersaing dengan perusahaan lainnya dengan segala konsep nilai-nilai etika 
bersaing menurut syara‟ dalam bisnis asuransi. 19 
Skripsi yang dibahas oleh Khusnul Khotimah, jurusan Manajemen 
Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan 
Kalijaga Yogyakarta, tahun 2017, berjudul “Implementasi Prinsip-Prinsip 
Etika Bisnis Islam di Aflah Bakery yogyakarta”.Skripsi ini menerangkan 
tentang proses implementasi etika bisnis Islam yang dijalankan di Aflah 
Bakery Yogyakarta. Etika bisnis Islam sangat penting dilakukan oleh pelaku 
bisnis, agar tercipta keadilan antar pelaku bisnis dan juga pemakai jasa bisnis. 
Implementasi Aflah Bakery meneladani prinsip etika bisnis yaitu: jujur dalam 
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takaran, menjual barang yang baik mutunya, dilarang menggunakan sumpah, 
longgar dna bermurah hati, membangun hubungan baik antra kolegan, tertib 
administrasi dan menetapkan harga dengan transparan.
20
 
Berbeda dengan pembahasan pada skripsi sebelumnya yang 
membahas tentang penerapan dan pengaruh etika bisinis Islam. Obyek kajian 
penulis di sini adalah bagaimana penerapan prinsip adil pada etika bisnis 
Islam yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.  
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang 
bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan 
sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial tentunya bersifat apa 
adanya, individu, kelompok, lemabaga atau masyarakat.
21
 Adapun yang 
menjadi obyek penelitiannya adalah penerapan prinsip adil pada etika 
bisnis Islam ditinjau dari Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan di PT. Assalaam Niaga Utama.  
Penelitian mengenai “Implementasi Prinsip Adil dalam Etika Bisnis 
Islam pada Pekerja PT. Assalaam Niaga Utama Ditinjau dari Undang 
Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003” ini menggunakan 
pendekatan normatif, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan 
melibatkan peraturan-peraturan yang tertulis..  
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2. Sumber dan Jenis Data  
Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan sumber data 
dan jenis data sebagai berikut: 
a. Sumber Data  
1) Sumber Primer  
Data primer yang diperoleh peneliti dari data observasi dan 
wawancara dengan karyawan serta pemimpin di PT. Assalaam 
Niaga Utama.  
2) Sumber Sekunder  
Kemuadian data sekunder maksud dari data sekunder adalah 
data yang berfungsi sebagai pendukung dari masalah dalam 
penelitian ini. Berdasarkan pengertian tersebut, maka sumber data 
sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku serta jurnal yang 
terkait dan data-data dalam perpustakaan.  
3. Teknik Pengumpulan Data 
a. Observasi  
Metode observasi adalah teknik yang menuntut adanya 
pengamatan dari penelitian baik secara langsung maupun tidak 
langsung terhadap obyek penelitian.
22
 Observasi akan dilakukan 
secara langsung yaitu dengan cara pengamatan langsung pada obyek 
dan subyek yang terdapat pada penelitian ini. Subyek pada penelitian 
ini adalah karyawan dan pemimpin di PT. Assalaam Niaga Utama. 
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Observasi ini dilakukan secara non formal, hal ini dimaksudkan untuk 
mendapatkan data yang murni. Melalui observasi ini penulis akan 
secara langsung brhadapan dengan apa atau siapa yang diteliti.  
b. Wawancara  
Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data 
yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan yang 
diwawancarai.
23
 Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap 
informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya, seperti data-
data yang didapat dalam observasi.  
Pada penelitian ini wawancara dilakukan secara mendalam, 
yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujan penelitian dan cara 
tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan 
informan atau orang yang diwawancarai dengan menggunakan 
pedoaman wawancara.
24
 Wawancara ini dilakukan kepada 16 orang 
yang berperan didalam PT. Assalam Niaga Utama yang terdiri dari 4 
orang staff store dan 4 orang dari bagian manajemen 2 supervisor tiap 
devisi. 
H. Sistematika Penelitian  
Bab satu berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 
penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan 
sistematika penulisan.  
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Bab kedua pada penelitian ini memuat tentang landasan teori dari 
penelitian ini. Adapun yang akan dibahas adalah teori prinsip adil 
berdasarkan etika Bisnis Islam, prinsip adil dalam pengupahan menurut 
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan 
gambaran umum peengupahan. 
Bab ketiga pada penelitian ini memuat tentang diskripsi data 
penelitian dilapangan tentang gambaran umum perusahaan dan peraturan 
yang diterapkan dalam kegiatan bekerja. 
Bab keempat, setelah mendapatkan data dari bab sebelumnya maka 
penulis menganalisis data apakah penerapan prinsip adil etika bisnis islam 
sudah sesuai dengan aturan pada Pasal 88 Undang-Undang Ketenagakerjaan 
Nomor 13 Tahun 2003 terhadap karyawan.  
Bab kelima berisi uraian kesimpulan tentang penerapan prinsip adil 
etika bisnis Islam terhadap kinerja karyawan dan dilanjutkan dengan saran-
saran penulis yang berkaitan dengan penelitian ini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
20 
 
BAB II 
KERANGKA TEORI 
A. Konsep-Konsep Tentang Prinsip Adil dalam Pemberian Upah 
1. Pengertian Prinsip Adil dalam Etika Bisnis Islam  
Perkataan etika bisnis berasal dari kata Yunani yaitu ethos, yang 
dalam bentuk jamaknya ta etha berarti adat istiadat atau kebiasaan. Secara 
etimologi, etika identik dengan moral, karena telah umum diketahui istilah 
moral berasal dari kata mos (dalam bentuk tunggal) dan mores (dalam 
bentuk jamak) dalam bahasa latin yang artinya kebiasaan atau cara hidup.
25
  
Ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang 
baik, aturan hidup yang baik dan segala kebiasaan yang dianut dari satu 
orang ke orang yang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain. 
Prinsip-prinsip etika di dalam bisnis dapat dikelompokan ke dalam tiga 
kelompok: 
1. Prinsip manfaat 
2. Prinsip hak asasi 
3. Prinsip keadilan 
Sedangkan istilah bisnis adalah suatu urusn atau kegiatan dagang, 
industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran 
barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para enterpreneur dalam 
resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan 
keunungan. Bisnis adalah suatu kegiatan diantara manusia yang menyangkut 
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produksi, menjual dan membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan 
masyarkat. 
Etika dalam Islam merupakan buah dari keimanan, keislaman, dan 
ketaqwaan yang didasarkan pada keyakinan yang kuat pada kebenaran Allah 
SWT. Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek 
kehidupan manusia yang menyeluruh, termasuk dalam wacana bisnis. Bisnis 
yang Islami harus lahir untuk kepentingan beribadah kepada Allah SWT 
dengan niatan akan memenuhi aturanNya.
26
 
 Mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum 
dan standar untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh tanggung 
jawab dan bermoral. Artinya, etika bisnis islami merupakan suatu kebiasaan 
atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu 
perusahaan.
27
 Etika bisnis Islam merupakan etika bisnis yang 
mengedepankan nilai-nilai Al-Qur‟an. Oleh karena itu, ada beberapa prinsip 
dalam etika bisnis Islam yaitu, pertama Kesatuan (Tauhid/Unity) adalah 
kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan 
keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, 
politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan 
konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh.  
Kedua, Keseimbangan (Equilibrium/Adil) adalah mengajurkan untuk 
berbuat adil dimensi horizontal atau setiap orang diberlakukan dengan cara 
yang sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang 
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rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip keadilan 
menuntut agar setiap orang dalam berkegiatan bisnis perlu diperlakukan 
sesuai dengan haknya masing-masing.
28
 
Secara harfiah, kata adil bertindak adil, imbang, dengan jujur.
 
Dalam al-Qur‟an mengandung beberapa istilah yang dekat dengan istilah 
keadilan, yaitu al-qisth, al-adl, dan mizan. Quraish Shihab 
memberikan penjelasan bahwa kata al-adl berarti mendudukkan dua 
belah pihak dalam posisi yang sama. Kata al- qisth artinya bagian yang 
patut dan wajar dan memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan 
dengan al-adl. Kata mizan berarti timbangan dan juga digunakan untuk 
menyebut keadilan.
29
 
Kata adil adalah kata benda abstrak, berasal dari kata kerja yang 
berarti :
30
 
1) Meluruskan/duduk lurus, mengamademen/mengubah. 
2) Melarikan diri, berangkat/mengelak diri dari satu jalan (yang 
keliru) menggunakan jalan yang lain (jalan yang benar). 
3) Sama/sepadan atau menyamakan. 
4) Menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada pada 
keadaan yang seimbang.
31
 
Sedangkan, secara istilah pengertian adil adalah pengakuan dan 
perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Adil juga dapat 
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berarti suatu tindakan yang tidak berat sebelah atau tidak memihak ke 
salah satu pihak, memberikan sesuatu kepada orang sesuai dengan hak 
yang harus diperolehnya. Bertindak secara adil berarti mengetahui hak 
dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan yang salah, bertindak 
jujur dan tepat menurut peraturan dan hukum yang telah ditetapkan serta 
tidak bertindak sewenang-wenang.  
Adil pada dasarnya terletak pada keseimbangan atau 
keharmonisan antara penuntutan hak dan menjalankan kewajiban. 
Berdasarkan segi etis, manusia diharapkan untuk tidak hanya 
menuntut hak dan melupakan atau tidak melaksanakan 
kewajibannya sama sekali. Sikap dan tindakan manusia yang semata-
mata hanya menuntut haknya tanpa melaksanakan kewajibannya 
akan mengarah pada pemerasan atau perbudakan terhadap orang lain.
 
 
Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan 
untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini 
sesuai dengan firman Allah:  
 َلا َٔ  ۖ ِطِْسقْنِبث َءاََدُٓش ِ هِلِلّ ٍَ ِٛيا ٕه َق إَُُٕك إَُُيآ ٍَ ِٚرهنا َبَُّٓٚأ َبٚ  ٍو ْٕ َق ٌُ َآَُش ْىُكهَُيِسَْجٚ
 ب ًَ ِث ٌسِٛجَخ َ هاللَّ ٌه ِإ ۚ َ هاللَّ إُقهتا َٔ  ۖ ٰٖ َٕ ْقهتِهن ُةَسَْقأ َٕ ُْ إُنِدْعا ۚ إُنِدَْعت هَلاأ ٰٗ َهَع
 ٌَ ُٕه ًَ َْعت 
Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang 
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. 
Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong 
kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat 
24 
 
kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Maidah: 8).
32
 
 
Firman Allah yang lainnya Adil disejajarkan dengan perbuatan kebajikan, 
karena adil sendiri adalah memberikan hak kepada yang punya. 
 ُْقنا ِ٘ذ ِءَبتِٚإ َٔ  ٌِ بَسْح ِْلْا َٔ  ِلْدَعْنِبث ُسُْيَؤٚ َ هاللَّ ٌه ِإ ِءبَشَْحفْنا ٍِ َع ٰٗ َُْٓ َٚ َٔ  ٰٗ َثْس
 ٌَ ُٔسهكََرت ْىُكههََعن ْىُُكظَِعٚ ۚ ِٙ َْغجْنا َٔ  ِسَكُْ ًُ
ْنا َٔ  
Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, 
memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 
kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl: 90) 
 
Didalam Qur‟an Surah An-nisa‟ ayat 135 juga menjelaskan tentang penegak 
keadilan.  
 ِٔ َأ ْىُكُِسفَْ َأ ٰٗ َهَع ْٕ َن َٔ  ِ هِلِلّ َءاََدُٓش ِطِْسقْنِبث ٍَ ِٛيا ٕه َق إَُُٕك إَُُيآ ٍَ ِٚرهنا َبَُّٓٚأ َبٚ
 ْٔ َأ بًَُِّّٛغ ٍْ َُكٚ ٌْ ِإ ۚ ٍَ ِٛثَسَْقْلأا َٔ  ٍِ ْٚ َِدنا َٕ ْنا ٰٖ َٕ َْٓنا إُِعجهَتت ََلاف ۖ ب ًَ ِٓ ِث ٰٗ َن ْٔ َأ ُ هلِلَّبف ا ًّسَِٛقف
ا ًّسِٛجَخ ٌَ ُٕه ًَ َْعت ب ًَ ِث ٌَ بَك َ هاللَّ ٌه َِئف إُضِسُْعت ْٔ َأ أ ُٕ َْهت ٌْ ِإ َٔ  ۚ إُنِدَْعت ٌْ َأ 
Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar 
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu 
sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, 
maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti 
hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu 
memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka 
sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu 
kerjakan. (QS. An-Nisa‟: 135) 
 
Keseimbangan atau keadilan menggambarkan dimensi horizontal 
ajaran Islam yang berhubungan dengan keseluruhan harmoni pada alam 
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semesta.
33
 Prinsip adil yaitu menuntut agar setiap orang diperlukan secara 
sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang 
rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian pula, prinsip 
adil menuntut agar setiap orang dalam kegiatan bisnis apakah dalam relasi 
eksternal perusahaan maupun relasi internal perusahaan perlu diperlakukan 
sesuai dengan haknya masing-masing. Keadilan menuntut agar tidak boleh 
ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya.
34
  
Ketiga, Kehendak Bebas merupakan bagian penting dalam nilai etika 
bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. 
Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi 
seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan 
segala potensi yang dimilikinya. Keempat, Tanggung jawab/Kebebasan 
tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena 
tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas.  
Untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan, manusia perlu 
mempertanggungjawabkan tindakanya secara logis. Prinsip ini berhubungan 
erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang 
bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang 
dilakukannya. 
Kelima, Kebenaran, kebajikan, dan kejujuran dalam konteks ini 
selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung 
                                                             
33
Haris Hidayatulloh. (2013), Etika Bisnis Dalam Perspektif Al-Qur‟an: Upaya 
Membangun Bisnis yang Islami untuk Menghadapi Tantangan Bisnis di Masa Depan, Jurnal 
Penelitian, hlm 4 
34
Sirman dahwal. (2010), Etika Bisnis Menurut Hukum..., hlm 13 
26 
 
pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis 
kebenaran dimaksudkan sebagia niat, sikap dan perilaku benar yang 
meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas 
pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan 
keuntungan. 
2. Pengertian Adil dalam Pengupahan dilihat dari Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
Keadilan upah merupakan faktor penting yang mempengaruhi bagaimana 
dan mengapa karyawan bekerja pada suatu perusahaan dan bukan padaa 
perusaanlinya. Upah yang adil maksudnya segala pengorbanan yang dilakukan 
karyawan seimbang dengan imbalan yang mereka terima. Keadilan, kelayakan dan 
besarnya upah yang berlaku pada perusahaan akan banyak menarik minat para 
calon tenaga kerja yang potensial untuk bergabung atau bekerja pada perusahaan 
tersebut. Upah yang tinggi dan layak juga dapat mempertahankan karyawan yng 
ada. Namun, dalam menetapkan besarnya upah perusahaan harus adil. Perusahaan 
dilarang membayar lebih rendah dari ketetuan seperti yang tertulis dalam pasal 90 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut:
35
 
(1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah 
minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89. 
(2) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan 
penangguhan. 
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(3) Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur 
dengan Keputusan Menteri. 
Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang 
memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusian sseperti yang tertulis 
dalam pasal 88 undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan sebagai berikut:
36
 
(1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 
(2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang 
layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi 
pekerja/buruh. 
(3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) meliputi : 
a. upah minimum; 
b. upah kerja lembur; 
c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan; 
d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar 
pekerjaannya; 
e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; 
f. bentuk dan cara pembayaran upah; 
g. denda dan potongan upah; 
                                                             
36
ibid, hlm 23. 
28 
 
h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; 
i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional; 
j. upah untuk pembayaran pesangon; dan 
k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan. 
(4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (3) huruf aberdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan mem-
perhatikan produktivitas dan pertumbuhan. 
Penentuan upah minimum bedasarkan pemenuhan kebutuhan 
kehidupan yang layak. Tertera dalam pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 
tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut:
37
 
(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a 
dapat terdiri atas : 
a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota; 
b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau 
kabupaten/kota. 
(2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan 
kepada pencapaian kebutuhan hidup layak. 
(3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh 
Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan 
Provinsi dan/atau Bupati/Walikota. 
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(4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup 
layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan 
Menteri. 
Komponen upah sendiri terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap 
seperti yang tertulis dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 
sebagai berikut: 
Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap 
maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75 % (tujuh puluh lima 
perseratus) dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.
38
 
B. Gambaran Umum Upah 
1. Pengertian Upah 
Secara universal praktek pengupahan atau penggajian ini hendaknya 
memenuhi konsep keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak, baik itu 
buruh maupun perusahaan atau orang yang mempekerjakannya. 
Menurut pasal 1 angka 30 Undang-Undang Ketenagakerjaan Tahun 
2003, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam 
bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 
pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian 
kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan 
bagi pekerja/buruh dan  keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang 
                                                             
38
ibid, hlm 25  
30 
 
telah atau akan dilakukan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan upah 
adalah imbalan yang berupa uang dan termasuk tunjangan.
39
 
Menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional Upah adalah suatu  
penerimaan sebagai imbalan dari pemberian kepada penerima pekerja untuk 
suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai 
jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, 
dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu 
persetujuan, undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu 
perjanjian kerja antara pemberi dan penerima kerja.
40
 
Jadi upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya 
dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tanaga kerja 
diberikan imbalan atas jasanya. Dengan kata lain, upah adalah harga dari 
manfaat tenaga yang dibayar atas jasanya dalam bekerja. 
2. Sistem Pengupahan 
Sistem pembayaran upah adalah bagaimana cara perusahaan 
biasanya memberikan upah kepada pekerja/buruhnya. Sistem tersebut dalam 
teori maupun praktik dikenal ada beberapa macam sebagai berikut :  
a. Sistem Upah Jangka Waktu adalah sistem pemberian upah menurut 
jangka waktu tertentu, misalnya harian, mingguan, atau bulanan. 
b. Sistem Upah Potongan, Sistem ini umumnya bertujuan untuk 
mengganti sistem upah jangka waktu jika hasilnya tidak memuaskan. 
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Sistem upah ini hanya dapat diberikan jika hasil pekerjaannya dapat 
dinilai menurut ukuran tertentu, misalnya diukur dari banyaknya, 
beratnya, dan sebaginya. 
c. Sistem Upah Permufakatan adalah suatu sistem pemberian upah dengan 
cara memberikan sejumlah upah pada kelompok tertentu. Selanjutnya, 
kelompok ini akan membagi-bagikan kepada para anggotanya. 
d. Sistem Skala Upah Berubah, Dalam sistem ini jumlah upah yang 
diberikan berkaitan dengan penjualan hasil produksi di pasar. Jika harga 
naik jumlah upahnya akan naik. Sebaliknya, jika harga turun, upah pun 
akan turun. Itulah sebabnya disebut skala upah berubah 
e. Sistem Upah Indeks, Sistem upah ini di dasarkan atas indeks biaya 
kebutuhan hidup. Dengan sistem ini upah akan naik turun sesuai dengan 
naik turunnya biaya penghidupan meskipun tidak mempengaruhi nilai 
nyata dari upah.
41
 
f. Sistem Pembagian Keuntungan, Sistem upah ini dapat disamakan 
dengan pemberian bonus apabila perusahaan mendapat keuntungan di 
akhir tahun. 
g. Sistem upah borongan, Adalah balas jasa yang dibayar untuk suatu 
pekerjaan yang diborongkan. Cara memperhitungkan upah ini kerap 
kali dipakai pada suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu 
kelompok pekerja, untuk seluruh pekerjaan ditentukan suatu balas karya 
yang kemudian di bagi-bagi antara pelaksana. 
                                                             
41
Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan 
Kerja,(Jakarta: PT. Raja  Grafindo Persada, 2007),  hlm 72-73. 
32 
 
h. Sistem upah premi, cara pemberian upah ini merupakan kombinasi dari 
upah waktu dan upah potongan. Upah dasar untuk prestasi normal 
berdasarkan waktu atau jumlah hasil apabila semua karyawan mencapai 
prestasi yang lebih dari itu, ia diberi “premi”. Premi dapat diberikan 
misalnya untuk penghemat waktu, penghemat bahan, kualitas produk 
yang baik dan sebagainya. Dalam perusahaan modern patokan untuk 
prestasi minimal ditentukan secara ilmiah berdasarkan Time And 
Motion Study.  
Sistem pengupahan yang bersifat diferensif menyebabkan kuantitas 
tingkat upah khususnya dalam penetapan upah minimum terjadi beberapa 
perbe daan. Kebijakan sektoral dan regional didasarkan pada pemilihan 
wilayah/daerah berikut yang mempengaruhi penetapan upah: 
a. Aspek Kondisi Perusahaan. 
Melalui aspek ini dapat diperoleh kriteria perusahaan kecil, perusahaan 
menengah, dan perusahaan besar, baik di dalam wilayah/daerah tertentu 
manapun berlainan wilayah/daerah. Kriteria tersebut membawa 
konsekuensi pada kemampuan perusahaan yang tidak sama dalam 
memberi upah pekerja/buruh.
42
 
b. Aspek Keterampilan Tenaga Kerja. 
Peningkatan produksi dan produktivitas kerja, sangat ditentukan oleh 
kemampuan personil perusahaan, baik di tingkat bawah, yaitu tenaga 
kerja terampil, maupun di tingkat atas, yaitu pimpinan manajemen yang 
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mampu menjadi penggerak tenaga kerja yang dipimpinnya untuk 
bekerja secara produktif. Tenaga kerja merupakan modal dasar bagi 
perkembangan dan pertumbuhan ekonomi perusahaan, apabila tenaga 
kerja tersebut sebagai sumber daya ekonomi dapat dimanfaatkan secara 
efektif dan efisien. Tingkat kemampuan tenaga kerja dan pimpinan 
manajemen dalam suatu perusahaan, memberikan peranan yang 
menentukan untuk mengubah kondisi perusahaan tersebut menjadi lebih 
baik dan maju. Kondisi seperti ini memberikan dampak positif bagi 
upaya peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui pemberian upah 
yang lebih tinggi, serta jaminanjaminan sosial lainnya. 
c. Aspek Standar Hidup 
Peningkatan tingkat upah pekerja/buruh selain dipengaruhi oleh kondisi 
perusahaan dan keterampilan tenaga kerjanya, juga dipengaruhi oleh 
standar hidup pada suatu wilayah atau daerah di mana perusahaan itu 
berada.standar hidup di daerah perkotaan biasanya lebih tinggi 
dibanding di daerah pedesaan. Peningkatan tingkat upah ini selain 
didasarkan pada kebutuhan pokok (basic needs) tenaga kerja yang 
bersangkutan sesuai tingkat perkembangan ekonomi dan sosial 
diwilayah/daerah tertentu.
43
 
d. Aspek Jenis Pekerjaan. 
Perbedaan pada jenis pekerjaan ini mengakibatkan terjadinya perbedaan 
tingkat upah, baik pada suatu sektor yang sama, maupun pada suatu 
                                                             
43
Lidia Febrianti. (2017), Pelaksanaan Pengupahan Pekerja Menurut Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Jurnal Penelitian, Vol 01. No 01. hlm 92.  
34 
 
sektor yang berlainan. Tingkat upah pada sektor industri, tidak sama 
dengan tingkat upah di sektor pertanian, tidak sama pula dengan sektor 
perhotelan, dan sebagainya.  
Pekerja berhak atas upah yang merupakan kewajiban bagi majikan 
untuk membayarnya. Pembayaran upah dilakukan sesuai dengan apa 
yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerja. 
3. Sistem Penetapan Upah dalam Islam 
Menyangkut penetapan upah dalam Islam tidak memberikan 
ketentuan rinci. Secara umum sistem penerapan upah dalam Islam dapat 
dirumuskan sebagai berikut:
44
 
a. Upah Disebutkan Sebelum Pekerjaan Dimulai 
Ketentuan akad kontrak kerja harus jelas berapa besar upah 
(gaji) yang akan diberikan oleh perusahaan kepada pekerjanya. 
Dengan adanya informasi besaran upah yang diterima, diharapkan 
dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta 
memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akan 
menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja 
dengan majikan. 
b. Membayar Upah Sebelum Keringatnya Kering 
Dalam Al-qur‟an dan hadis Rasulullah SAW. menganjurkan  
untuk membayarkan upah para pekerja setelah mereka selesai 
melakukan pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda : 
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إُطَْعأ  َسَِٛجلأا  َُِسَْجأ  َمَْجق  ٌْ َأ  هفَِجٚ ُّقَسَع 
Berilah upah orang yang bekerja sebelum keringatnya mengering 
(HR. Ibnu Majah)
45
 
 
Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja 
atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau 
akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang 
dibenarkan.  
c. Memberikan Upah Yang Adil 
Perusahaan tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap 
kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari 
bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa 
harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian 
yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidak adilan 
terhadap pihak lain. Prinsip keadilan sudah tercantum dalam 
potongan ayat firman Allah: 
 ْىُكهَُيِسَْجٚ َلا َٔ  ۖ ِطِْسقْنِبث َءاََدُٓش ِ هِلِلّ ٍَ ِٛيا ٕه َق إَُُٕك إَُُيآ ٍَ ِٚرهنا َبَُّٓٚأ َبٚ
 ٌه ِإ ۚ َ هاللَّ إُقهتا َٔ  ۖ ٰٖ َٕ ْقهتهِن ُةَسَْقأ َٕ ُْ إُنِدْعا ۚ إُنِدَْعت هَلاأ ٰٗ َهَع ٍو ْٕ َق ٌُ َآَُش
 ٌَ ُٕه ًَ َْعت ب ًَ ِث ٌسِٛجَخ َ هاللَّ 
Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang 
yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi 
dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu 
kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, 
karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada 
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Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu 
kerjakan. (Q.S Al-Maidah: 8).
46
 
 
Adil adalah hal yang mudah untuk diucapkan, tapi sulit untuk 
diimplementasikan. Keadilan di dalam Islam dikategorikan menjadi 
dua yaitu :
47
 
1) Adil Bermakna Jelas dan Transparan, Artinya sebelum pekerja 
dipekerjakan harus dijelaskan dulu bagaimana upah yang akan 
diterimanya. Hal tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara 
pembayarannya. 
2) Adil Bermakna Proporsional Adil bermakna proporsional 
artinya, pekerjaan seseorang harus dibalas menurut berat 
pekerjaan tersebut. 
d. Memberikan Upah Yang Layak 
Pemberian upah seorang pekerja itu hendaknya memenuhi 
konsep kelayakan. Layak yang dimaksud di sini yaitu dilihat dari 
tiga aspek : yaitu mencukupi pangan (makanan), sandang (pakaian), 
papan (tempat tinggal). Selain itu upah yang akan diberikan harus 
layak sesuai pasaran, dalam artian tidak menguranginya. 
Sementara itu, pihak-pihak yang dapat menentukan upah 
adalah sebagai berikut: 
1. Buruh dan pemilik usaha, keduanya bersepakat dalam 
menentukannya. 
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2. Serikat buruh, ini dikarenakan mereka berkompeten dalam 
menentukan upah buruh bersama pemilik usaha dengan syarat 
kaum buruh memberikan kewenangan kepada mereka untuk 
melakukannya. 
3. Negara, namun disyaratkan bahwa dalam intervensinya Negara 
tidak menghilangkan hak-hak buruh maupun hak-hak pemilik 
usaha. Apabila upah telah ditentukan, maka buruh memiliki 
kemerdekaan penuh untuk menerima atau menolaknya tanpa 
adanya unsure paksaan.
48
 
4. Komponen Upah 
a. Upah Pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada 
pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya 
ditetapkan berdasarkan kesepakatan. 
b. unjangan Tetap adalah suatu pembayara-pembayaran yang 
teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap 
untuk pekerja keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu 
yang sama dengan pembayaran upah pokok, seperti tunjangan 
istri, tunjangan anak, tunjangan perumahan, tunjangan 
kemahalan, tunjangan daerah dan lain–lain; tunjangan makan 
dan tunjangan transport dapat dimsukkan dalam komponen 
tunjangan tetap bila pemberian tunjangan tersebut tidak 
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dikaitkan dengan kehadiran dan diterima secara tetap oleh 
pekerja menurut satuan waktu, harian atau bulanan.  
c. Tunjangan Tidak Tetap adalah suatu pembayaran yang secara 
langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja, yang 
diberikan secara tidak tetap untuk pekerja dan keluarganya serta 
dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan 
waktu pembayaran upah pokok, seperti tunjangan transpor yang 
didasarkan pada kehadiran. Tunjangan makan dapat dimasukkan 
kedalam tunjangan tidak tetap bila tunjangan tersebut diberikan 
atas dasar kehadiran (pemberian tunjangan biasa dalam bentuk 
uang atau fasilitas makan).
49
 
Adapun asas-asas hukum pengupahan yang berkeadilan adalah: 
pertama, korelasi hukum dan moral sangat penting dalam pemmbentukan 
hukum, substansi hukum dan penegakan hukum pengupahan. Kedua, hak 
atas upah lahir setelah adanya hubungan kerja dan berakhir bila hubungan 
kerja berakhir. Maksudnya hak dan kewajiban itu ada setelah adanya 
perjanjian kerja, dan perjanjian kerja akan menimbulkan hubungan kerja. 
Perjanjian lahir setelah adanya kata sepakat antar pekerja dengan pengusaha. 
Ketiga, upah terdiri dari beberapa komponen yaitu upah pokok, 
tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Keempat, tidak boleh ada 
diskriminasi upah. Hak atas pekerjaan n upah yang layak adalah hak asasi 
manusia yang berlaku secara universal. Selain itu, kebebasan untuk memilih 
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pekerjaan juga berlaku untuk seluruh manusia. Diskriminasi upah dilarang 
karena sikap diskriminasi akan menimbulkan rasa cemburu, iri, dan tidak 
harmonisnya hubungan sesama oranng yang memiliki kesempatan yang 
sama. 
50
 
Kelima, pemberian upah harus manusiawi. Pemberian upah dalam 
hal ini maknanya adalah besarnya upah dan cara pembayaran upah haruslah 
menghargai pekerja sebagai manusia yang mempunyai hak asasi, yaitu hak 
hidup secara layak. Keenam, pemerintah harus melindungi upah pekerja. 
Sebagai negara hukum pemerintah harus melindungi warganya terutama 
warga yang lemah yaitu: lemah kelangsungan hubungan kerja, lemah sosial 
ekonomi, serta lemah fisiknya. Ketujuh, keseimbangan. Upah itu harus 
memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pekerja dengan 
kepentingan pengusaha.  
Kedelapan, adanya penghargaan untuk pekerja yang lebih produktif. 
Produktifitas kerja dapat diukur melalui hasil pekerjaan, baik melalui 
kualitas atau mutu kerja yang berkualitas, jumlah satuan pekerjaan yang 
melampaui standar, atau jumlah jam kerja yang melampaui standar, 
kedisiplinan dalam bekerja dan sebagainya. Kesembilan, transparansi 
dalam manajemen pengupahan. Menejemen upah yaitu: kebijakan ekonomi 
perusahaan dalam sistem pengupahan. 
Kesepuluh, dikenakanya sanksi kepada para pihak yang karena 
kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan kerugian pihak lawan. 
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Keterlambatan pembayaran upah ynag dilakukan penguaha baik secara 
sengaja maupun karena lalai harus dikenakan denda sebagai sanksi.
51
 
Kesebelas, hak priorits atas upah. Tujuan dari prinsip ini adalah 
karena kehadiran upah sangat ditunggu oleeh pekerja untuk memenuhi 
rutinitas kebutuhan hidupnya. Keduabelas, perlindungan upah yang 
diberikan oleh perundang-undnagan adalah perlindungan minimal atau 
terendah. Artinya pengusaha diberi kewenangan untuk memberikan 
perlindungan upah lebih baik bagi pekerja dibandingkan dengan peraturan 
yang berlaku. Perlindungan yang lebih baik tersebut harus suka rela dari 
perushaan, tanpa ada paksaaan dari pihak manapun.
52
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BAB III 
GAMBARAN UMUM DAN PERATURAN DALAM KEGIATAN 
BEKERJA DI PT. ASSALAAM NIAGA UTAMA 
A. Sejarah Berdirinya PT. Assalaam Niaga Utama 
Assalaam Hypermarket merupakan salah satu unit bisnis usaha PT. 
Tiga Serangkai yang bergerak dibidang retail. Assalaam Hypermarket 
Kartasura berawal dari PT. Assalaam Niaga Utama berdiri pada tahun 1996 
oleh PT. Goro Batara Sakti (GBS). Goro merupakan program usaha 
dibidang retail. Saham PT. Goro Batara Sakti dimiliki oleh PT. 
HUMMPUSS dn Ricardo Gelael. Pada tanggal 4 Mei 1998 melalui Rapat 
Umum Pemegang Saham dilakukan pengalihan saham dari pemilik lama 
sepenuhnya kepada gerakan koperasi dalam hal ini adalah Koperasi Unit 
Desa. Bisinis retail Goro telah diakui memiliki keunggulan kompetetif dan 
manajemen yang baik, sehingga pada tahun 2000 Goro menawarkan suatu 
program kemitraan dalam bentuk waralaba (franchise) dengan brand name 
yaitu GORO (kepanjangan dari Gotong Royong) pusat perkulakan. 
Berikut adalah keterangan mengenai perusahaan retail Assalaam 
Hypermarket Kartasura: 
a. Nama Perusahaan    : PT. Assalaam Niaga Utama 
b. Direktur Utama    : H. Syarifudin Noor, S.E 
c. Status     : Kantor Pusat (tidak memiliki  
  cabang) 
d. NPWP    : 02.000.274.7-532.000 
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e. Alamat    : Jalan. Ahmad Yani No. 308 
  Pabelan, Kartasura 
f. No Telp    : (0271) 74333 
g. Kegiatan Usaha Pokok  : Perdagangan Besar Barang-Barang 
   Keperluan Rumsh Tsngga  
h. Pengesahan Menteri Kehakiman : C-01746HT-01.01.TH.2001 
PT. Assalaam Niaga Utama berdiri dengan akta notaris Sunarto, SH. 
No. 50 pada tanggal 13 Desember 2000. Perusahaan tersebut berdiri atas 
kerjasama PT. Assalaam Niaga Utama yang merupakan salah satu unit 
usaha PT. Tiga Serangkai. Kerja sama yang dijalankan berdasarkan sistem 
waralaba untuk mengembangkan potensi masyarakat, dimana PT. Assalaam 
Niaga Utama selaku pemilik seluruh asset. Tujuan berdirinya perusahaan ini 
yaitu untuk mengembangkan kegiatan jual beli yang menguntungkan bagi 
masyarakat yaitu dapat memperoleh barang dalm bentuk ecran dengan harga 
grosir. 
53
 
Hubungannya dengan Goro berperan sebagai fasilitator antara 
penerima waralaba dengan pihak pabrikan, distributor mauppun suppllier. 
Hal ini dilakukan dengan jalan membrikan rekomendasi bagi pebrikan, 
distributo maupun supplier yang telah membina hubungan dengan Goro 
untuk dapat berinnteraksi langsung dengan penerima waralaba baik daam  
hal pemesanan maupun pembayaran. 
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Sekarang ini, PT. Assalaam Niaga Utama menguasai seluruh saham 
yang ada karena masa kontrak dengan pihak GORO telah selsai pada akhir 
Desember 2007, sehingga kini nama perusahaan berubah dari GORO 
Assalaam menjadi Assalam Hypermarket Kartasura.  
Secara garis besar kegiataan PT. Assalaam Niaga Utama adalah: 
a. Distribusi, yaitu kgiatan penyaluran barang dari produsen ke 
konnsumen. 
b. Perkulakan, yaitu dengan menyediakan outlet partai besar dengan calon 
perdagangan dengan harga perkulakan. 
Assalaam Hypermarket Kartasura brlokasi di jalan Ahmad Yani 308 
Pabelan, Kartasura. Luas arrea yng ditempati kurang lebih 98.160 m
2
. 
Diaman lokasi tersebut merupakan basis bisnis yang baik karena letaknya 
yang strtegis, dan karena kota Surakkarta dipandang sebagai salah satu pusat 
kota perdagangan sehingga sangat berpotensi untuk mengembangkan bisnis 
retail.
54
 
B. Visi, Misi dan Nilai PT. Assalaam Niaga Utama 
1. Visi  
PT. Assalaam Niaga Utama mempunyai visi yaitu menjadi perusahaan 
retail/distribusi consumer goods terbaik untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat luas yang dikelola ecara islami dan profesional.  
2. Misi  
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Memberi kepuasaan kepada masyarakat dengan layanan yang amanah 
serta produk yang berkualitas. Menjadi patner yng stratetgis dan 
membawa kemanfaatan bagi para pelanggan, pemasok, karyawan dan 
selluruh stake holder yang terlibat.  
3. Nilai-nilai 
Nilai-nilai dari Assalaam Hypermarket yaitu Inteegritas, Kerjasama 
Team, Kejujuran dan Keberkahan. 
55
 
C. Kondisi PT. Assalaam Niaga Utama 
PT. Assalaam Niaga Utama trdiri dri beberapa bangunan yaitu 
bangunan utama terdiri dri ruang pameran (hall), supermarket, kantor 
Building managemnt dan teknisi, kantor security dan pada bagian paling 
belakang terdapat gudang. Sebelah barat bangunan utama terdapaat 
baangunan sentra makanan (food court), masjid dan toilet umum serta 
halaman parkkir ynang berjajajr dari selatan ke utara. Dan disebelah timur 
bangunan utm terdapat head office dan kantor K33 Distribusi.  
Bentuk bagian atap teras bangunan berbentuk kubah. Pada 
dindingnya terdapat ornment kubah. Hal ini memperlilhatkan adanya kesan 
relligi yang dimiliki oleh PT. Assalaam Niaga Utama. Selain bntuk 
bangunan yang menampilkan kesan reigi, ada hal yang lain yang menarik 
dari Assalaam Hypermarket yang membedakan dengan perusahaan retail 
lainnya.  
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Hal itu terlihat dari seluruh karyawati yang memakai jilbab sebagai 
penutup kepala yang memperlihatkan kemuslimahannya sesuai dengan 
perintah agama. Salain itu untuk memuaskan para pelanggan karyawan 
Assalaam Hypermarket membiasakan 4S (Senyum, Salam, Sapa dan 
Santun). 
56
 
D. Sarana dan Prasarana 
Sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pekerjaaan 
karyawan di PT. Assalaam Niaga Utama sudah cukup terpenuhi dengan 
baik. Dari pihak perusahaan sudah meneydiakan fasilitas antara lain sarana 
ibadah, parkir, sarana kebersihan, kelengkapan peralatan kerja dan lain-lain.  
E. Struktur Organisasi PT. Assalaam Niaga Utama 
Struktur organisasi PT. Assalaam Niaga Utama berbentuk garis 
lurus, yang berarti arus wewenang langsung dari pemimpin kekaryawanan 
melalui beberapa tingkatan manajemen dan setiap karyawan dibawah 
bertanggungjawab kepada atasan. Adapun gambaran secara umum struktur 
organisasi Assalaam Hypermarket sebagai berikut:
57
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STRUKTUR ORGANISASI ASSALAAM HYPERMARKET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F. Manajemen Sumber Daya Manusia 
1. Jumlah Karyawan  
Jumlah karyawan di PT.Assalaam Niaga Utama secara keeluruhan 
berjumlah 150 orang. 
2. Jam Kerja  
Direktur Utama 
Finance & 
Accounting 
Manager 
HR & 
GA 
Manager 
Merchandasing 
& Trader 
Manager 
Direktur  
General Manager 
Marketing 
& BM 
Manager 
Store  
Manager 
Operasional 
Toko 
Buyer Supervisor Supervisor 
/ Officer 
Supervisor 
Staf Trader 
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Ketentuan jam kerja bagi karyawan PT. Assalaam Niaga Utama adalah 
8 jam kerja dengan sistem shift jadwal jam kerja sebagai berikut:  
a. shift 1 dimulai pada pukul 07.00 WIB karyawan melakukan 
bifing pagi seluruh staf sampai pukul 07.30 WIB. Setelah itu 
masuk persiapan buka toko, membersihkan tempat kerja 
persiapan menyambut customer datang. Pukul 12.30 WIB 
sampai 13.30 WIB istirahat bergantian pukul 15.30 WIB jam 
pulang untuk shift 1. 
b. shift 2 dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 
WIB. Jam istirahat untuk shift 2 pukul 13.30 WIB sampai 14.30 
WIB. 
c. shift 3 dimulai pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 
WIB. Jam istirahat untuk shift ini sama dengan shift 2. 
d. shift 4 dimulai pukul 13.00 WIB sampai dengan tutup toko 
pukul 21.00 WIB. Jam istirahat untuk shift 4 bergantian 
sehingga dibagi menjadi dua.. untuk istirahat pertama pukul 
15.00 WIB sampai 16.00 WIB. Istirahat kedua pukul 16.00 WIB 
sampai 17.00 WIB. 
58
 
G. Jenjang Karier di PT. Assalaam Niaga Utama 
Jenjang karier pada PT. Assalaam Niaga Utama ini tidak memiliki 
persyaratan yang begitu banyak. Dalam menduduki suatu posisi disini hanya 
berdasarkan penilaian kinerja karyawan oleh manegemen. Seperti karyawan 
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kontrak untuk menjadi karyawan tetap tidak ada ketentuan atau persyaratan 
khusus sudah berapa lama masa kerjanya atau yang lainnya. Cukup dengan 
penilaian kinerja yang baik dan kekosongan posisi.  
Ketika posisi karyawan tetap ada yang kosong maka supervisor 
mempromosikan karyawan yang dipilih dan pihak manegement 
menentukannya. Jadi tidak ada syarat-syarat atau keteentuan khusus. Tidak 
hanya dalam kenaikan posisi karyawan kontrak menjdi karyawan tetap. 
Dalam pemilihan posisi pimpinan pun prosesnya juga sama.
59
  
H. Pengupahan 
Sistem pengupahan karyawan PT. Assalaam Niaga Utama diberikan 
pada karyawan perbulannya. Dengan perhitungan masing-masing untuk 
pekerja kontrak dengan harian sebesar Rp. 60.000/hari. Upah tersebut diluar 
uang makan karna seluruh karyawan mendapat kupon makan masing-
masing. Kemudian ketika karyawan tidak masuk kerja atau meliburkan diri 
uang atau upah tersebut tidak akan di terima (hangus), karena upah harian 
tersebut bukan upah tetap. Akan tetapi sudah menjadi ketetapan oleh 
manajemen PT. Assalaam Niaga Utama, bahwa upah harian tersebut tetap 
dihitung saat karyawan tersebut masuk kerja, dan upah tersebut tidak boleh 
kurang atau lebih.  
Sedangkan sistem pengupahan karyawan yang berstatus karyawan 
tetap atau reguler menerima upah bulanan sebesar Rp. 1.648.000/bulan. 
Sudah terpotong jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. Ketetapan di PT. 
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Assalaam Niaga Utama apabila ada karyawan yang tidak masuk kerja maka 
bukan upah bulananya yang dipotong tetapi jatah cuti yang dipotong untuk 
mengganti hari tersebut. Dan upah tersebut akan diterima oleh para 
karyawan di setiap akhir bulannya.
60
 
I. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perbedaan Upah 
1. Jabatan 
Jabatan merupakan sekumpulan pekerjaan dalam organisasi perusahaan. 
Semakin tinggi jabatan yang diberikan oleh perusahaan kepada 
karyawan, maka semakin tinggi pula tanggung jawab yang diemban. 
Perbedaan upah atau gaji terlihat dari pebedaan jabatan, grade, dan 
golongan karyawan tersebut. 
2. Masa Kerja atau Loyalitas 
Kenaikan upah atau gaji seorang karyawan biasanya juga mengikuti 
lamanya masa kerja atau loyalitas karyawan tersebut. Level Kompetensi 
atau Skill Perbedaan dapat dilihat dari penilaian pekerjaan rutin (kinerja), 
penilaian kerjasama (sikap terhadap pekerjaan), dan penilaian action plan 
atau biasa disebut realisasi target yang diberikan oleh perusahaan.
61
 
J. Komponen-Komponen Upah 
Perusahaan menetapkan sistem dan peraturan pengupahan yang 
berlaku dan diatur dalam ketentuan sendiri, mengikuti peraturan pemerintah 
yang berlaku. Komponen gaji karyawan di PT. Assalaam Niaga Utama: 
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1. Gaji Pokok Karyawan 
Gaji pokok ditetapkan berdasarkan Undang-Undang ketenagakerjaan. 
2. Tunjangan Tetap 
Tunjangan tetap adalah upah tetap yang diterima oleh karyawan secara 
berkala dan teratur sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya yang 
digunakan untuk keperluan pekerjaan.
62
 Jenis-jenis tunjangan tetap yang 
ada di PT. Assalaam Niaga Utama antara lain: 
a. Tunjangan Jabatan 
Tunjangan jabatan diberikan kepada karyawan yang memangku 
jabatan struktural organisasi perusahaan atau koordinator proyek yang 
memiliki tugas dan tanggungjawab yang lebih besar, tunjangan ini 
diberikan dalam bentuk uang. 
b. Tunjangan Keluarga 
Tunjangan ini diberikan kepada karyawan permanen yang sudah 
berkeluarga. 
c. Tunjangan Khusus 
Tunjangan khusus adalah upah yang diterima oleh karyawan untuk 
menambah motivasi dan semangat bekerja karyawan. 
d. Tunjangan Kesejahteraan 
Tunjangan ini diberikan kepada karyawan sehungan dengan prestasi, 
tugas dan tanggungjawab yang berkaitan dengan kelancaran 
operasional perusahaan. 
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3. Insentif 
Perusahaan memberikan insentif keahlian dan insentif istimewa kepada 
karyawan yang memiliki kompetensi dan prestasi yang dianggap layak 
oleh perusahaan. 
4. Upah lain-lain/Bonus 
Upah lain-lain/Bonus diberikan kepada karyawan saat target perusahaan 
terpenuhi secara keseluruhan dihitung dengan persentase menurut 
perusahaan.  
5. Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja 
dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari 
penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat 
peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan 
kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Tenaga kerja 
adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam 
maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Setiap tenaga kerja memiliki 
hak mendapatkan jaminan tenaga kerja seperti yang tertulis dalam Pasal 
4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja sebagai berikut:
63
 
(1) Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja 
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yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan 
ketentuan Undang-undang ini. 
Penjelasan dari Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 
tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yaitu, yang dimaksud dengan 
tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja adalah 
orang yang bekerja pada setiap bentuk usaha (perusahaan) atau 
perorangan dengan menerima upah termasuk tenaga harian lepas, 
borongan, dan kontrak. Mengingat jaminan sosial tenaga kerja 
merupakan hak dari tenaga kerja, maka ketentuan ini menegaskan bahwa 
setiap perusahaan atau perorangan wajib menyelenggarakannya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53 
 
BAB IV 
ANALISIS TERHADAP PENERAPAN PRINSIP ADIL DALAM 
PEMBERIAN UPAH 
A. Penerapan Prinsip Adil dalam Pembayaran Upah 
Kebijakan pengupahan untuk melindungi pekerja sebagaimana telah 
diatur pada pasal 88 ayat (3) undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
melindungi upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja, dan 
hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah. Upah minimum dihitung 
berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota dan disesuaikan dengan 
pencapaian kebutuhan hidup layak. 
Prinsip pemberian upah pada PT. Assalaam Niaga Utama masih 
belum sepenuhnya memenuhi aturan yang disebutkan dalam pasal 88 ayat 
(3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. gaji 
karyawan tetap sudah sesuai UMK yang diputuskan Gubenur tiap 
tahunnya.
64
 Namun, gaji karyawan kontrak belum sesuai dengan UMK yang 
diputuskan Gubenur. 
Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan memberikan pengertian Upah adalah hak pekerja/buruh 
yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari 
pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan 
dibayarkan menurut suatu perjanjiankerja, kesepakatan, atau peraturan 
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perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan/atau jasa yang 
telah atau akan dilakukan.
65
 
Peraturan ketenagakerjaan melarang pengusaha melakukan 
diskriminasi pemberian upah terhadap para pekerja karena jenis kelamin, 
suku, ras, agama danjuga status pekerja, misalnya sebagai pekerja kontrak. 
Hal-hal mengenai upah bisa dilihat pada pasal yang mengatur tentang 
kebijaksanaan pengupahan dalam UU No. 13 Tahun 2003 mulai pasal 88 
samapi dengan pasal 98. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan perlindungan upah terhadap pekerja/buruh sebagai 
berikut:
66
 
(1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 
(2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang 
layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi 
pekerja/buruh. 
(3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) meliputi : 
a. upah minimum; 
b. upah kerja lembur; 
c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan; 
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d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar 
pekerjaannya; 
e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; 
f. bentuk dan cara pembayaran upah; 
g. denda dan potongan upah; 
h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; 
i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional; 
j. upah untuk pembayaran pesangon; dan 
k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan. 
(4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (3) huruf aberdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan mem-
perhatikan produktivitas dan pertumbuhan 
Upah minimum adalah upah paling rendah yang harus diterima setiap 
kali seseorang bekerja pada orang lain. Pasal 92 UU No. 13 Tahun 2003 
memberi amanat kepada pengusaha untuk menyusun struktur dan skala upah 
dengan memperhatikan golongan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. 
Kebijakan pengusaha untuk menyusun struktur dan skala upah sangat 
diharapkan agar tidak terjadi kesenjangan antara pekerja di setiap level dan 
sekaligus mencegah kecemburuan antar sesama pekerja.
67
 
Karena itu, PT. Assalaam Niaga Utama untuk membuat komponen 
upah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap sesuai dengan 
undang-undang. Pemotongan upah pekerja dilakukan sesuai dengan 
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ketentuan undang-undang. Prinsip dalam hubungankerja sebenarnya “no 
work no pay” (pekerja yang tidak bekerja, tidak mendapat upah) terhadap 
karyawn kontrak.
68
 Sedangkan sistem pemotongan gaji tidak masuk karena 
berhalangan atau melakukan kegiatan lain diluar pekerjaan tidak diterapkan, 
hanya diganti dengan pengurangan hak cuti. Dari prinsip tersebut maka 
upah seorang pekerja dapat dipotong oleh pengusaha. Dalam pasal 93 ayat 1 
UU No. 13 Tahun 2003 dikatakan upah tidak akan dibayar apabila 
pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.  
Selanjutnya, sebagai upaya untuk memberikan peningkatan 
perlindungan hukum di bidang upah, berdasarkan ketentuan pasal 98 
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 diatur mengenai Dewan Pengupahan. 
Untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan 
pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk 
pengembangan sistem pengupahan nasional dibentuk Dewan Pengupahan 
Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
69
 
B. Penerapan Prinsip Adil dalam Pasal 88 Undang Undang Nomor 13 
Tahun 2003 pada PT. Assalaam Niaga Utama. 
Peraturan ketenagakerjaan melarang pengusaha melakukan 
diskriminasi pemberian upah terhadap para pekerja karena jenis kelamin, 
suku, ras, agama danjuga status pekerja, pekerja tetap ataupun pekerja 
kontrak.  
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Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 
angka 4 memberikan pengertian Pekerja/buruh adalah setiap orang yang 
bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. 
Pengertian ini agak umum namun maknanya lebih luas karena dapat 
mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja baik perseorangan, 
persekutuan, badan hukum atau badan lainnya dengan menerima upah atau 
imbalan dalam bentuk apapun.
70
 
Pekerja kontrak adalah orang yang secara khusus disewa untuk 
mengerjakan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu. Apabila waktu kontrak 
tidak ditentukan, maka akad kontrak batal atau tidak sah. Kedua belah 
pihak, baik pemberi jasa maupun pengguna jasa berhak untuk memutus 
perjanjian kapan saja sesuai keinginan. 
Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pemberi 
kerja/pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para 
pihak mulai dari saat hubungan kerja itu terjadi hingga berakhirnya 
hubungan kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan pasal 58 ayat 1 melarang pengusaha menerapkan masa 
percobaan untuk pekerja kontrak yang hubungan kerjanya dibuat 
berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu.  
Jika pengusaha menerapkan masa percobaan untuk pekerja kontrak, 
maka PKWT tersebut berubah menjadi perjanjaian kerja untuk waktu tidak 
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tertentu dan dengan demikian, pekerja bersangkutan berubah stautusnya dari 
pekerja kontrak menjadi pekerja tetap.
71
 
Sistem kerja untuk pekerja kontrak pada PT. Assalaam Niaga Utama 
ini diawali dengan waktu kontak kerja selama 3 bulan. Seperti JumSaMi 
daalam surat perjanjian kontrak kerja hanya terulis pekerjaan sesuai devisi, 
lama waktu kontrak yaitu 3 bulan serta perhitungan upah perbulannya. 
Pemberian upah sesuai dengan struktur dan sekala upah. Namun dalam surat 
kontrak tersebut tidak tertulis jaminan sosial tenaga kerja serta dalam 
rincian pemberian upah hanya tertulis upah perhari, lembur serta insentiv. 
Jika mendapat tambahan saat perusahaan mencapai target.  
Berbeda dengan pekerja tetap dalam rincian pmeberian upah tertulis 
upah pokok serta jaminan sosial tenaga kerja. Setelah habis masa kontrak 
selama 3 bulan pekerja kontak sudah diperpanjang secara otomatis tanpa 
harus menandatangani surat kontrak baru dengan sistem pemberin upah 
tetapi sama. 
Dalam hal diadakannya perjanjian kerja yang dilaksanakan secara 
tertulis, maka dalam perjanjian tersebut harus berisi syarat-syarat antara 
lain: 
a. Macam pekerjaan, cara pelaksanaan, jam kerja dan tempat kerja. 
b. Besarnya upah, tempat dan waktu pembayaran dan fasilitas yang 
disediakan pengusaha bagi pekerja seperti perumahan. kendaraan, 
transportasi dan lain-lain.  
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c. Pengobatan berupa biaya dokter, poliknik, penggantian kaca mata, 
biaya bersalin dan lainlain. 
d. Perjanjian kerja biasanya juga memuat jaminan sosial seperti 
kecelakaan, sakit, pensiun dan lainlain. 
e. Dalam perjanjian kerja biasanya juga memuat cuti, izin meninggalkan 
pekerjaan, hari libur, uang pesangon dan lain-lain.
72
 
Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah juga yaitu hak 
memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 99 
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, setiap pekerja berhak untuk 
memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Pelaksanaannya diatur sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang 
dimaksud adalah Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial 
Tenaga Kerja (Jamsostek). Jaminan sosial tenaga kerja yang diatur dalam 
Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 merupakan hak setiap tenaga kerja yang 
sekaligus merupakan kewajiban dari perusahaan. 
Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 
1992 Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang 
melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan 
Undang-undang ini.  
Penjelasan dari Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 
tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yaitu, yang dimaksud dengan tenaga 
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kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja adalah orang 
yang bekerja pada setiap bentuk usaha (perusahaan) atau perorangan dengan 
menerima upah termasuk tenaga harian lepas, borongan, dan kontrak. 
Mengingat jaminan sosial tenaga kerja merupakan hak dari tenaga kerja, 
maka ketentuan ini menegaskan bahwa setiap perusahaan atau perorangan 
wajib menyelenggarakannya.
73
 Dalam perhitungan upah pekerja PT. 
Assalaam Niaga Utama belum memenuhi secara keseluruhan. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Dari permasalahan dan pembahasan yang sudah dipaparkan diatas, 
kiranya dapat ditarik kesimpulan: 
1. PT. Assalaam Niaga Utama sudah menerapkan prinsip adil dalam 
pemberian upah pada pekerja. Prinsip pemeberian upah sesuai dengan 
struktur & skala upah dan sesuai dengan keputusan Gubenur tentang 
kenaikan upah tiap tahunnya. Dengan komponen upah yang terdiri dari 
upah pokok dan tunjangan tetap serta jamianan sosial tenaga kerja 
untuk karyawan tetap. Sedaangkan pemberian upah kepada karyawan 
kontrak masih dibawah skala upah minimum.  
2. Kebijakan pengupahan untuk melindungi pekerja sebagaimana telah 
diatur pada pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
pekerja kontrak PT. Assalaam Niaga Utama hanya mendapat upah 
perhari yang bisa diambil perbulan dan belum menapatkan jaminan 
sosial tenaga kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 99 Undang-Undang 
No. 13 Tahun 2003, setiap pekerja berhak untuk memperoleh jaminan 
sosial tenaga kerja. Pelaksanaannya diatur sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang dimaksud adalah 
Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga 
Kerja (Jamsostek). Jaminan sosial tenaga kerja yang diatur dalam 
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Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 merupakan hak setiap tenaga kerja 
yang sekaligus merupakan kewajiban dari perusahaan. 
B. Saran 
Hendaknya pimpinan PT. Assalam Niaga Utama lebih memperhatikan 
lagi dalam sistem pmberiaan upah dan perlindungan kerja pada seluruh 
pekerjanya tanpa terkecuali. Dari pekerja tetap, pekerja harian maupun 
pekerja kontrak.   
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